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Hakim diidentikan sebagai wakil tuhan di dunia ini, hal tersebut didasarkan pada 

kewenangan yang diberikan dalam mengadili dan memutus suatu perkara, dalam memutus 

suatu perkara hakim memiliki kemerdekaan, hakim dapat memberikan vonis tentang salah 

atau benarnya seseorang yang diduga melakukan perbuatan jahat, bahkan salah satu 

konsekuensi dari vonis hakim dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (misalnya 

vonis pidana mati), oleh karena itu dengan kata lain hakim dapat menentukan hidup atau 

matinya seseorang dengan putusanya, hal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dasar 

opini bahwa hakim merupakan wakil tuhan yang ada dibumi, dengan demikian putusan 

hakim harus didasarkan pada suatu kebenaran yang obyektif dan demi keadilan 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini nampak dalam irah-irah putusan hakim yang 

wajib disertai dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, 

(Vide Pasal 197 (1) KUHAP), untuk mewujudkan putusan yang demikian itu seorang 

hakim harus dapat menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan kemerdekaan. tentu 

vonis yang dijatuhkan oleh hakim akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari baik 

secara personal kepada sang pencipta dan secara kelembagaan kepada masyarakat luas 

selaku pemengang kedaulatan Negara. 

Urgensi integritas dan kemerdekaan hakim di era modern ini menjadi suatu hal 

yang krusial dalam proses penegakan hukum, fakta yang sering terjadi dilapangan seorang 

hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara masih kerap mendapat 

tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, hakim sebagai penegak hukum dan 

keadilan diharapkan bisa memutus perkara secara obyektif, tidak memihak, dan bebas dari 

berbagai intervensi. Pada dasarnya kemerdakaan hakim sendiri telah dijamin dalam 



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 24 

yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. (Vide Pasal 24 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini kemudian 

dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. (Vide 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).  

Prinsip-prinsip diatas selaras dengan sistim pemerintahan negara Indonesia yang 

menganut sistim pemisahan kekuasaan (teori pemisahan kekuasaan) yang mana lembaga 

yudikatif sebagai pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka dan 

bebas dari intervensi lembaga manapun, teori ini dikembangkan oleh Montesquieu dalam 

sebuah karya yang berjudul The Spirit Of Laws, membagi kekuasaan negara menjadi tiga 

macam yakni, kekuasaan legislatif (la puissance legislative), kekuasaan eksekutif (la 

puissance executive), kekuasaan yudikatif (la puissance de juger). Montesquieu 

menekankan arti pentingnya kebebasan atau kemandirian kekuasaan yudikatif demi 

menjamin perlindungan hak asasi warga negara pada masa itu menjadi korban despotis 

raja-raja. (dalam Montesquieu, Membatasi kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-

Undang (Spirit Of The Laws), Gramedia, Jakarta, 1993, Hlm 44-45). ajaran pemisahan 

kekuasaan ini dikenal dengan teori trias politica. dalam ajaran tersebut menekankan 

pemisahan kekuasan oleh masing-masing lembaga baik secara organ dan fungsi yang mana 

khusus lembaga yudikatif dalam menjalankan kekuasaanya harus dilaksanakan secara 

mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik kekuasaan eksekutif ataupun 

legislatif. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan 

kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Vide Pasal 3 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman). Kemudian juga terdapat sanksi pidana oleh pihak-pihak 

diluar kekuasaan kehakiman yang mencoba mencampuri urusan peradilan, hal ini 

dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 



Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. (Vide Pasal 3 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman). 

Beberapa ketentuan diatas dijadikan sebagai payung hukum bagi hakim sebagai 

wakil tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman, tujuan daripada 

ketentuan tersebut ialah agar dalam menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman hakim 

dapat memutus perkara dengan profesinal, obyektif serta bebas dari berbagai macam 

intervensi. Namun tujuan daripada payung hukum tersebut diatas tidak dapat dicapai 

apabila tanpa diimbangi dengan profesionalisme, integritas dan kemerdakaan yang harus 

tertanam dalam setiap individu seorang hakim, hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan (Vide Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman). Dalam menjalankan tugas profesinya, profesionalisme, integritas dan 

kemerdekaan merupakan hal mutlak yang harus dijaga dan dijalankan oleh setiap individu 

seorang hakim, hakim tidak hanya terikat pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan 

suatu perkara yang ia periksa, namun diluar itu hakim juga terikat pada kode etik dan 

pedoman perilaku hakim (KEPPH), sehingga profesionalisme, integritas dan kemerdekaan 

seorang hakim merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan-

keputusan yang diambil dalam memeriksa suatu perkara. 

Mesikpun intervensi terhadap kekuasaan kehakiman tidak dapat dibenarkan bahkan 

telah dilarang dengan tegas oleh Undang-Undang disertai dengan ancaman pidananya, 

namun dalam praktik dilapangan masih saja ditemukan pihak-pihak yang mencoba 

mengintervensi seorang hakim untuk memutus berdasarkan keinginan pihak yang 

berkepentingan dengan imbalan sejumlah uang, sebagai contoh baru-baru ini telah 

dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap salah satu oknum hakim dan 

panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa landasan yuridis 

saja tidak cukup untuk mencapai tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman apabila tidak 

diimbangi dengan integritas dan profesionalisme yang tertanam dalam individu seorang 

hakim itu sendiri. Oleh karena itulah diperlukan pembinaan pada masing-masing individu 

hakim guna menanamkan integritas dalam diri seroang hakim sehingga dapat terbentuknya 

karakter hakim yang jujur, adil dan dapat menjunjung tinggi kehormatan profesi serta tidak 



mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu dengan berbagai macam imbalan dalam memutus suatu 

perkara, dengan demikian itu hakim dapat memberikan putusan-putusan yang obyektif 

serta memberikan keadilan dalam masyarakat. Mengutip pendapat seorang mantan hakim 

agung belanda “berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-

undang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil”. (Bernadus Maria 

Taverne). Sederhananya tanpa adanya aturan hukum yang baikpun seorang hakim akan 

tetap bisa memberikan putusan yang adil apabila hakim tersebut dalam memeriksa suatu 

perkara dengan sungguh-sungguh, cermat, jujur, dan terbebas dari berbagai macam 

intervensi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas putusan suatu perkara 

bergantung kepada masing-masing individu seorang hakim yang berintegritas dan 

profesional. 

Disisi lain keamanan dan kesejahteraan seorang hakim merupakan faktor utama 

yang dapat mempengaruhi keputusan. Terwujudnya integritas serta profesionalisme dalam 

menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari keamanan dan 

kesejahteraan yang harus dijamin dan direalisasikan oleh negara, dengan adanya jaminan 

keamanan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hakim bisa lebih 

percaya diri dan tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan jiwa raganya, terlebih 

keselamatan keluarganya. Merujuk pada fakta yang sering terjadi dilapangan seroang 

hakim sering mendapat teror / ancaman dari orang tidak dikenal yang diduga motif dari 

teror / ancaman tersebut berkaitan dengan perkara yang ia tangani, bahkan ancaman atau 

teror tersebut berujung pada pembunuhan seorang hakim (misalnya dalam kasus yang 

menimpa Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita dan Hakim PA Sidoarjo M Taufik serta 

masih banyak teror dan ancaman yang dialami oleh hakim-hakim yang lain). Bukan hanya 

menjadi sebuah sejarah namun sekaligus pelajaran yang sangat berharga bahwa realisasi 

keamanan / keselamatan sekelas Hakim Agung saja tidak optimal, hal ini membuktikan 

bahwa keamanan dan keselamatan seorang hakim ataupun keluarganya berpotensi 

terancam, meskipun keamanan dan keselamatan hakim telah dijamin oleh Undang – 

Undang, (Vide Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman), kemudian dipertegas dalam Pasal 7 PP No 94 tahun 2012 tentang Hak 

Keuangan Dan Fasilitas Hakim, namun jaminan keamanan dan keselamatan tersebut belum 

terealisasikan dengan baik, hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana 



sebagai pedoman teknis jaminan keamanan dan keselamatan hakim khususnya diluar 

pengadilan karena ancaman keselamatan hakim tidak hanya datang ketika melaksanakan 

tugas didalam pengadilan, keselamatan hakim juga dapat terancam ketika ia berada diluar 

pengadilan, sampai detik ini pelaksanaan protokol kemanan hakim diwajibkan hanya pada 

saat memeriksa perkara tertentu saja, seperti terorisme dan perkara lain yang berpotensi 

mengancam keselamatan jiwa raganya (Vide Pasal 11 Perma No 5 tahun 2020 Tentang 

Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan) yang pelaksanaanya 

dikoordinasikan oleh ketua pengadilan dengan aparat keamanan secara terus menerus atau 

dalam jangka waktu tertentu, artinya protokol keamanan hakim baru dilaksanakan ketika 

hakim tersebut sedang menangani perkara tertentu (misal terorisme), kemudian juga 

pelaksanaanya dilakukan secara terus menerus “atau” dalam jangka waktu tertentu yakni 

sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Vide Pasal 2 Peraturan 

BNPT No 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi 

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya 

Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme). ketentuan ini menjadi ambigu karena tidak 

adanya kejelasan tolok ukur penilaian ancaman terhadap keselamatan hakim serta jangka 

waktu tertentu sesudah proses pemeriksaan perkara selesai. Urgensi dibentuknya peraturan 

pelaksana sebagai pedoman teknis keamanan dan keselamatan hakim beserta keluarganya 

sebagai tindak lanjut jaminan yang telah diberikan oleh Undang- Undang merupakan upaya 

yang efektif dan harus sungguh-sungguh diprioritaskan pemerintah saat ini, untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan hakim idealnya dilaksanakan secara terus menerus 

tanpa harus menunggu seorang hakim memeriksa perkara tertentu dan dalam jangka waktu 

tertentu dengan memberikan pengawalan oleh satu atau dua personil kepolisian, atau 

dengan dibentuknya formasih khusus satuan pengaman oleh Mahkamah Agung RI, karena 

keselamatan hakim bisa kapan saja dan dimana saja terancam meskipun perkara tertentu 

telah diputus beberapa tahun sebelumnya. 

Selain keamanan, kesejahteraan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan hakim, kekuasaan dan uang muda untuk mempengaruhi pelaku 

kekuasaan kehakiman, sudah banyak contoh terkait hal ini dengan bukti banyaknya hakim 

dan jaksa yang dipidana karena menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang 

dimilikinya. (dalam Adies Kadir, Menyelamatkan Wakil Tuhan, Memperkuat Peran Dan 



Kedudukan Hakim, MerdekaBook, Jakarta, 2018, Hlm 229). Oleh karea itu diperlukan 

pembinaan terhadap para calon hakim dan/atau hakim yang telah aktif bertugas guna 

melahirkan sumber daya hakim yang profesional dan berintegritas serta merealisasikan 

jaminan keamanan dan kesejahteraan dengan sungguh-sungguh sehingga hakim dapat 

menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) didalam maupun 

diluar tugas peradilan, dengan demikian dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu 

perkara hakim dapat terhindar dari berbagai macam intervensi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu 

dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana 

yang benar dan mana yang salah, serta perbuatan mana yang adil dan tidak adil menurut 

sebagian besar masyarakat, karena itu pula sang hakim tersebut berani dan mampu 

menegakan misi suci lembaga peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan meskipun 

aspek-aspek lainya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, 

remunisasi dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan 

menghambat tugasnya. (dalam Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum 

Hakim, Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, 

Prenadamedia Group, Cetakan Ke-1, 2018, Hlm 85). Dengan adanya profesionalisme, 

integritas, kemerdekaan dan jaminan keamanan oleh hakim serta komitmen bersama 

seluruh lapisan masyarakat dalam menghormati lembaga peradilan tentu akan 

mempermudah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana 

termaktub dalam visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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